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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEP! JALAN UMUDM,
RETRIBUS] PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUS
TEEMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN

Menimbang

Mengingat

EETRIBUSI |ZIN TRAYEK

DENGAN REAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

&,

i

BUPATI CIANJUE,

bahwa berdasarkan Peraturan Direlktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Nomor SK.2922 /AT 402/DRID /2018 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal
Perhubungan Darat Kemenlerian Perhubungan
Nomor SK.2874/AJ402/ DRJD/2017 tentang
Pedoman Teknis Buktu Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor, retribusi  pelayvanan parkir di tepi jalan
umum, retribusi pengujian kendaraan  bermotor,
retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir,
dan retribusi izin trayek, perlu disempurnakan;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Petubahan  Atas
Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 tentang Rerribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi, Rerribusi
Tempar Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek;

Pasal 18 ayat (&) Undang-Undang Dasar Republik
[ndonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Dasrah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 rentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 MNaomor 31,
Tambahan Lembaran MNesarza Republilk Indonesia



I

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Anglkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomord023);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomar 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor S5587)
schagaimana telah diubah beberapa lkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republhk Indonesia Tahun 2013 Nomer 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5679},

£, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Anglutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2317);

7, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayvanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retibusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi
Tempat Khusus Parkir dan Retribusi [zin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEREAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG
EETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,
RETRIBU2I TEEMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR, DAN RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentans
Retribust Pelayanan Parkir di Tepr Jalan Umum, Retrubus: rensssss
Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Remnibusi Tempa! Rbhosos S
dan Retribusi Izin Travek (Lembaran Daerah Kabupaze r Il '

Nomor 27 Seri B), diubah sehagar bertlouar




Ketentuan Pasal 1, diubah schingga berbunvi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimalsud dengan:

T
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Dacrah Kabupaten, vang selanjutnya disebut Daerah, adalah
Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah  Daerah Kabupaten, yang selanjutnva  disebur
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal LITSLT
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonorm.

Bupati adalah Buparti Cianjur.

Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnva  disebul REKUD
adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur.

Dinas Perhubungan, selanjuinya disebur Dinas adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Cianjur,

Pejabat adalah pegawai yvang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerabh sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan vang berlaku.

Badan adalah selkumpulan orang dan/atau  modal vang
merupakan kesatuan, baik vang melakukan usaha maupun
yvang tidak melakukan usaha vang meliputi  persercan
terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnva, BUMN
atany BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, lirma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
Vayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
orgamisasi  lainnya, lembaga dan bentuk badan  lainnva
termasulk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha terap,

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelavanan  yvang  menyvebabkan  barang, [asilitas  atau
kemanfaatan lainnya yvang dinilkmati oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Daecrah, vang selanjutnva disebut retribusi, adalah
pungutan daerah scbagal pembavaran atas  jasa atau
pemberian izin tertentu yvang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Wajib  Retribusi  adalah  orang pribadi atau badan yang
FREruruL peraturan perundang-undangan Eetribusi
diwajibkan untuk melakukan pembavaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah  Daerah  untuk tujuan  kepentingan  dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribaci

AL Lalp bt l (L olarCl, poluee)
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan prinsip-prinsip  komersial karena pada
dasarnyva dapat pula disediakan oleh sector swasta,

Perizinan Tertentu  adalah  kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang probadi
atau  badan  yang dimaksudkan  untuk  pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaaran ruang, penggunaan sumber dava alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentn guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau  rtidak
bergerak unruk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Tempat parkir ¢ tepi jalan umum adalah sebapian badan
jalan yang diatur oleh Bupat untuk dipergunakan parkir,

Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa pedung
parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat
parkir lainnya vang disediakan, dimiliki dan atau dikelala oleh
Pemerintah Daerah.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yvang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberanghkatan,
menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda anglkutan,

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum  untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan mohil penumpang atau
mobil s vang mempunyal asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasann retap, dan jenis Kendarman tetap serta berfadwal atau
tidak berjadwal.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan
menguji  dan/atau memeriksa  bagian  atau komponen
kendaraan bermotor, kererta gandengan, dan kereta tempelan
dalam rangka pemenuhan terhadap persvaratan teknis dan
laik jalan,

Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan Bermotor VAang
dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan
bermotor, Kereta kandengan, dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan,

Kartu Uji adalah tanda buko lulus uji berkala berbentulk
Kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil
pengujian setiap kendaraan wajib uji.

Tanda Uji adalah bukii bahwa suatu kendaraan telah diuji
dengan hasil baik berupa stiker vang ditempatkan pada kaca
depan sisi Kiri bawah bagian dalam.
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- Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotar angkutan orang vang

beratnva lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilegram sampai
dengan 5.000 (lima rbu) kilogram, penjang maksimal 6.000 lenarm
ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2,100 jdua ribu seralus)
milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 [satu koma tujuh) kali lebar
kendaraan,

Mabil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor anglutan orang
vang beratnya lebih dari 5.000 [lima ribu) Kilogram sampai dengan
8,000 [delapan rbu) kilogram, penjang maksimal .000 [sembilan
ribu} milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua nbu seratus)
milimeter dan ringgi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujub) kali lebar
kendaraan,

- Mobal Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan arang yang

berathya lebih dari 8000 (delapan ribuy) kilogram sampal denpgan
12.000 fenam belas ribu) kilogram, penjang lebih dari 9.000
[sembilan ribu} millimeter sampai dengan 12,000 (dua belas ribw)
milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus] milimeter
dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus|
milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar
lkendaraan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang selanjutnya  disebus
SKRD, adalah Surar Ketetapan Retribusi yvang menentukan
bBesarnyva pokok retribusi,

. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, vang selanjutnyva disebut

JBE adalah berat maksimum kendarasn bermator beriloat
muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

- Surat Pemberitahuan  Retribusi Daerah, vang selanjutnya

disebut SPTRED, acdalah surat yvang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembavaran
retribusi yang terutang,.

Surat Tagthan Retribusi Daerah, wvang selanjutnva discbut
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/
atau sanksi adminisirasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat  Ketetapan Retribusi Daerah Lehbih Bavar, wvang
selanjutnya  disebut SKRDLBE, adalah Surat Ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembavaran
refribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, wvang
selanjutnya  disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayvaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih keeil dari pada
retribusi vang terutang dan tidak seharusnya terutang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnva  disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
wivam | ey Erer ey e o sy B 3 ree e T e =



2. Kerentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikur:

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnva tarip retribusi parkir di tepi jalan
umum, sebagal berikuo:

a.

parkir di tepl jalan umum pada kawasan A;

1.

=

bus, truck, bax, alat-alat besar dan sejenisnva, sehesar
Ep 3.000,- untuk setiap salu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk setiap jam berikuinya bagi lokasi yang
telah memilikt alat ukuar parkir;

sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnyva sebesar
Rp 4.000,- untuk setap satu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yvang
Lelah memiliki alat ukur parkir;

motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk sctiap
satu jam pertama dan Ep 1.000,- untuk setiap jam
berilkutnya bagi lokasi vang telah memiliki alat ukur
parkir.

parker di tepi jalan umum pada kawasan B:

1.

bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar
Ep 4.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk setiap jam berikutnva bagi lokasi vang
telah memiliki alat ulour parkir;

sedan, Jeep. mind bus, pick up dan sejenisnya  sehesar
Hp 2.000,- untuk sctiap satu jam pertama dan Rp
1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi Iokasi yang
telah memiliki alat uloar parkir;

motor dan sejenisnva sebesar Rp 1.000,- untuk setiap
satu jam pertama dan Rp 500,- untuk =setiap jam
berikutnyva bagi lokasi vang telah memiliki alat ulkur
parkir.

parkir berlangganan:

1.

.

bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, schesar
Rp 60.000,- fkendaraan / bulan;

sedan, jeep, mint bus, pick up dan sejenisnya sebesar
Epo3.000,-/kendaraan / bulan;

motor dan sejenisnva sebesar Rp 40.000,-/kendaraan/
bulan,

[2) Taril sebagaimana dimaksud ayat (1} huruf a dan untuk lokasi
vang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk
sAtu jam pertama.

(3) Tarif retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud avat (1)
huruf ¢, hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yvang

ey, PR oLt PR [
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3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Strukrur dan besarnva tarip retribusi pengujian kendaraan
bermotor, sebagail berikur:

a. pengujian berkala pertama:

1]
2]
3)
4]
5)

)

7)

mobil bus kecil sebesar Rp 45.000,- /kendaraan:
mobil bus sedang sebesar Rp 55.000,- /kendaraan
mobil bus besar sebesar Rp 60,000 .- /kendaraan;

mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram)
sebesar Hp 50.000,-/kendaraan:

|_!|

maobil barang (JEE lebih dari 3.500 kilogram-9
kilogram) sebesar Rp 55.000,- /kendaraan;

maobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram- 17.300
kilogram}, sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;

mobil barang (JBE lebih dari 17.500 kilogram sebesar Ro
73.000,- fkendaraan.

b, pengujian berkala ulangan:

1]
]
)
4

£3)

7)

mobil bus kecil sebesar Rp 45 .000,- /kendaraan:
mobil bus sedang sebesar BRp 55.000 .-/ kendaraan;
mobil bus besar sebesar Rp 60.000,- fkendaraan;

mobil barang (JBE sampai dengan 3500 kilogram)
sebesar Rp 50.000,- fkendaraan;

mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500
kilogram)] sebesar Rp 55.000,- fkendaraan;

mobil barsng {(JBBE lebih dari 9.5300 kilogram-17.500
kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;

mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp
72.000,- fkendaraan.

(2] Pengujian bherkala terhadap kendaraan milik Pemerintah
Daerah tidak dilcenalkan retribusi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Strulctur dan besarnyva tarip retribusi terminal, sebagal berikut:

a. mobil bus kecil sebesar Rpl.000,-/hari;
b. mobil bus sedang sebesar Rp 2.000,- fhari;
¢, mobil bus besar sebesar Rp 5.000,-/hari.



3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasgal 13

(1) Struktur dan besarnya tarip retribusi tempat khusus parkir,
sebagai berilkut:

.

emplascmen pasar;

1.

b

bus, trmack, baox, alat-alat besar dan sejenisnva  sebesar
Rp 3.000.- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi vang
telah memiliki alat ulcur parkir;

sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar
Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang
telah memiliki alat ukur parkir;

sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk
seliap satu jam pertama dan Rp L.O0O,- untuk setiap

jam berikutnyva bagi lokasi vang  telah memiliki alat
ukur parkir.

elataran parkir area perkantoran:
& P I

Lo

bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya  sehesar
Ep 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Ep
2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang
telah memiliki alat ukur parkir;

sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnva sehesar
Rp 3.000- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
1.000,- untuk setiap jam berikutnva bagl lokasi vang
telah memiliki alat ulcur parkir;

scpeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk
seliap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap
jam berikutnya bagi lokasi vang  telah memiliki alat
ulcur parkir,

pelataran parkir kawasan obyvek wisata Cibodas:

1=

bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnva  sebesar
Rp 8.000,- sekali parkir;

sedan, jecp, mini bus, pick up, dan sejenisnva sebesar
Rp 5.000,- sekali parkir;

sepeda motor dan sejenisnyva scbesar Rp 3.000,- selkali
parkir.

pelataran kawasan cbyek wisata lainnva:

14

b2

bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnva sebesar
Ep 5.000,- sekali parkir;

sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sehesar
Fra 2 Wi - cnleadd meyrhed



3. sepeda motor dan sejenisnva sebesar Rp 2.000,- sekali
parkir,

e. taman parkir:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnyva  sehesar
Ep 5000, untuk setiap salu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yvang
telah memiliki alat uloar parkir;

2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnva sebesar
FEp. 3.000,- untuk setiap salu jam pertama dan Rp
1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yvang
telah memiliki alar ukur parkir;

3. sepeda motor dan sejenisnyva sebesar Rp 2.000,- untulk

setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap
jam berikutnya bapgi lokasi yang telah memiliki alat
ukur parkir.

I, gedung parkir:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar
Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
2.000,- untuk sctiap jam berikutnya bagi lokasi yang
telah memilili alat ukur parkir;

2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnva sebesar
Ep 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp
1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang
telah memiliki alat ukur parkir;

4. sepeda motor dan sejenisnyva sebesar Rp 2.000,- untuk
sefiap sat jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap
jam berikutnva bagi [okasi yvang  telah memiliki alat
ukur parkir.

e

parkir berlangegganan:

L. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya  sebesar
Rp&0,.000,-/kendaraan / bulan;

]

sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnva Rp
H0.000,-/ kendaraan /bulan;

3. sepeda motor dan scjenisnva sebesar Rp 40.000,-/
kendaraan fbulan.

[2) Tarf sebagaimana dimaksud avat (1) huruf a, b, e, dan I,
untuk lokasi vang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan
tarif untuk satu jam pertama,

(2} Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, hanya dikenakan kepada pengguna lahan
parkir vang membutuhkan.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

tted.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tangegal 28 Desember 2020

Pi . BEKRETARIS DAERAH,

cttg!*;s'-'.:-.ﬁ.-mmm
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (14 /20672020



